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Terjadinya perdagangan anak di Indonesia merupakan sebuah masalah 
yang sangat kompleks. Dimana Anak-anak yang diperdagangkan beke rja dengan 
jam kerja relatif panjang dan rawan kekerasan fisik, mental, clan seksual. Mereka 
tidak mempunyai dukungan atau perlindungan minimal dari pihak luar. Kesehatan 
mereka juga terancam oleh infeksi seksual, perdagangan alkohol dan obat-obatan 
terlarang. Begitu pula halnya yang terjadi di Kota Pekanbaru sebagai ibukota dari 
Provinsi Riau yang letak geografisnya berbatasan langsung dengan negara 
tetangga Singapura dan Malaysia, menjadiin daerah ini sebagai daerah tujuan 
perdagangm an& dan perempuan (traficking). Sebagian korban perdagangan 
manusia itu berasal dari Pulau Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Surnatera 
Utara. Para korban dibawa ke Riau dengan menggunakan transportasi, baik darat 
maupun udara. 

Permasalahan &lam penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi 
penegakan hukum pidana terhadap perdagangan anak di Kota pekanbaru dan apa 
faktor penghambat &lam penegakan hukum pidana terhadap perdagangan anak di 
Kota pekanbaru serta upaya apakah yang dilakukan dalam pemberantasan dan 
penghapusan terhadap perdagangan anak di Kota pekanbaru. 

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis yaitu 
penelitian yang dilakukan dengan cara mengadaan identifikasi hukurn dan 
bagaimana efektifitas pelaksanaan hukum itu berlaku di masyardcat. Dengan 
menggunakan data primer dan data skunder dengan cara penelitian kepustakaan 
atau studi dokumen dipelajari bahan-bahan hukum yang merupakan data 
sekunder. Dikaji secara mendalam sebagai suatu kajian yang komprehensif dan 
hasil analisis akan disajikan secara analisis kualitatif. 

Hasil dari penelitian ini adalah penegakan hukum pidana terhadap 
perdagangan anak di Kota pekanbaru dilaksanakan untuk mewujudkan atau 
menerapkan hukum pidana ke dalam perbuatan-perbuatan kongkrit melalui upaya- 
upaya penanggulangan kejahatan dengan cam preventif dan represif. Upaya 
preventif yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Kota Pekanbaru &lam mencegah 
terjadinya kejahatan perdagangan anak antara lain dengan cam melaksanakan 
patroli, baik bersifat patroli rutin, patrol selektif maupun patrol insidentil, 
dibentuknya Polmas (polisi masyarakat), melakukan kring serse, mengadakan 
penyluhan hukum. Sedangkan upaya represif yang dilakukan oleh aparat 
kepolisian antara lain penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. 
Upaya yang dilakukan dalam pemberantasan dan penghapusan terhadap 
perdagangan anak di Kota pekanbaru antara lain dengan cara pola pencegahan 
melaui pendidikan masyarakat, Mengoptimalkan fungsi kantor Kesatuan 
Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KP3). Serta pola penindakan hokum dengan 
cam membangun hubungan koordinasi dengan instansi lainnya. Koord'iasi 
dilakukan dengan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru melalui Pos Perdaduk dan 
Kantor Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KP3) dan meningkatkan 
kemampuan serta pengetahuan personil satuan Reskrim Unit Idik Ill Polres Kota 
Pekanbaru. 



J udul 

Lembaran Persetujuan 

Lembaran Pengesahan 

Kata Pengantar 

Abstrak 

Daftar Isi 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah . . .. . .. . . . . .. . .. - . . . . . . . . . . . . . . . ... 1 

B. Rumusan Masalah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

C. Tujuan Penelitian . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

D. Manfaat Penelitian ... ........... . ....................... . . .  ...... . 1 1 

E. Kerangka Teori dan Konseptual . . . . . . . . ..... . . . . .. . . . . ... 11 

F. Metode Penelitian . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . .. 3 1 

BAB I1 TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN 

ANAK 

A. Hukum Pidana ......... ......... ................ .... .. . ..... . . 35 

B. Tindak Pidana ........................................................... 40 

C. Penegakan Hukum . . .. . .... . .. . .. . .. . ... .. . .. . . . . .. . ...... . . 44 

D. Perdagangan Orang .................................................... 55 

E. Tinjauan Hukurn tentang Anak ................................. 63 

F. ' Hak Anak .................................................................. 65 



G. Kedudukan Anak dan Penyelenggaraan Perliidungan 

Anak .................................................................. 7C 

BAB III IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PLDANA 

TERHADAP PERDAGANGAN ANAK DI KOTA 

PEKANBARU 

A. Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap 

Perdagangan Anak Di Kota Pekanbaru ........................ 85 

B. Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap 

........................ Perdagangan Anak Di Kota Pekanbaru 100 

C. Upaya Yang Dilakukan Dalarn Pernberanu Dan 

Penghapusan Terhadap Perdagangan Anak 

...................................................... Di Kota Pekanbaru 104 

BAB IV PENUTUP 

.................................................... A. Kesimpulan 1 10 

.................................................... B. Saran-saran 11 1 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perdagangan anak merupakan suatu kejahatan yang banyak te rjadi baik 

di tingkat nasional maupun internasional. Perdagangan an& dengan jaringan 

sindiitnya memiliki bentuk dan tujuan yang beragam, seperti pola untuk 

tujuan seksual atau prostitusi, untuk pembantu rumah tangga, untuk tenaga 

kerja wanita, pengedar narkoba, perkebunan, pengamen dan lain sebagainya. 

Yang jelas dalam perdagangan anak selalu ada unsur eksploitasi 

ekonomi maupun seksual, merampas kebebasan dan merendahkan martabat 

manusia. 

Perdagangan am& di Indonesia merupakan masalah yang sangat 

kompleks. Anak-anak yang diperdagangkan bekerja dengan jam kerja relatif 

panjang clan rawan kekerasan fisik, mental, dan seksual. Mereka tidak 

mernpunyai dukungan atau perliidungan minimal dari pihak luar. Kesehatan 

mereka juga terancam oleh infeksi seksual, perdagangan alkohol clan obat- 

obatan terlarang. 

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia sampai saat ini terus 

meningkatkan komitmennya untuk mensejahterakan kehidupan bangsa 

melalui upaya-upaya yang diselenggarakan secara konsisten clan berkelanjutan 

dalam melindungi warga negaranya antara lain dari praktek-praktek 

perdagangan orang dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. Adapun salah satu 



komitrnen yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu diwujudkan dalam 

bentuk Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi 

Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN-P3A) serta 

pembentukan Gugus Tugas Lintas Sektoral untuk irnplementasiuya dan telah 

menggiatkan pemberantasan perdagangan orang secara lebih terencana, 

terintegrasi dengan langkah-langkah untuk mengatasi akar masalahnya yaitu 

kemiskinan, kurangnya pendidikan dan keterarnpilan, h n g n y a  akses, 

kesempatan clan informasi serta nilai-nilai sosial budaya yang lebih 

memefitiugkan kaum perempuan.' 

Seperti yang kita ketahui bahwa semakin berkembangnya m a n  maka 

semakin banyak pula tindak pidana yang terjadi. Salah satu contoh tindak 

pidana yang akhir-akhiir ini terjadi yaitu perdagangan orang. Hal ini 

dikarenakm tingkat kemiskinan semakin meningkat, sehingga orang akau 

berusaha apa saja untuk memperbaiki taraf hidup. Namun ha1 ini banyak 

dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin mengambil keuntungan dari ha1 

tersebut, misalnya saja banyak pelaku perdagangan orang berkedok sebagai 

orang yang ingin membantu dengan cara merekrut dan mengirim tenaga 

secara independen, baii secara individu maupun kelompok. Selain itu, banyak 

juga dari agen perekrut tenaga kerja atau Peiusahaan Jasa Tenaga Kerja 

Indonesia (PJTKI) yang membayar agenlcalo (prorangan) untuk mencari 

Website Human T f i c k i n ~  -rn (terakhii kali 
dikunjungi tanggal 23 Mei 2008) 



perempuan atau anak yang ingin bekeja di luar negeri. Tetapi bukan 

kesejahteraan yang mereka dapatkan melainkan malah kesengsaraan.2 

Namun kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi 

yang mengakselerasi terjadinya globalmi, juga dianfaatkan oleh pelaku 

kejahatan untuk menyelubungi perbudakan dan penghambaan itu ke dalam 

bentuknya yang barn yaitu perdagangan orang (tr&king in persons), yang 

beroperasi secara tertutup dan bergerak di luar hukum. Pelaku perdagangan 

orang (traflcker) yang dengan cepat berkembang menjadi sindikasi lintas 

batas negara, dengan sangat halus menjerat mnangsanya, tetapi dengan sangat 

kejam mengeksploitasinya dengan berbagai cara sehiingga korban menjadi 

tidak berdaya untuk membebaskan diri. 

Ada beberapa upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh 

pemeriatah Indonesia antara kin melalui Undang- Undang No. 2 1 tahun 2007 

tentang Pemberantasan Tidak Pidana Perdagangan Orang dan Undang- 

Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kedua 

aturan tersebut termasuk peraturan baru sehingga belum terlihat efektifitas 

dari peraturan tersebut. Adapun definisi Perdagangan orang menurut Undang- 

Undang No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan 

orang adalah: 

"tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, 
pemin&han atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, 
penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pernabuan, penipuan, 
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau mernberi 
bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang 

' Website Pantau Peradilan; bttp//www.pan~lan.corn (terakhir kali dikunjungi 
tanggal 23 Mei 2008) 

Ibid 



memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam 
negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan 
orang tereksploitasi"! 

Selain kedua undang-undang tersebut undang-undang yang terkait 

dengan prizinan dan persyaratan untuk menjadi tenaga kerja di dalam atau 

luar negeri atau bepergian ke luar negeri, yaitu: Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 39 T a b  

2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri. Hal 

ini diaksudkan untuk mencegzlh terjadinya tindak pidana perdagangan orang 

dan melindungi korbannya. 

Seperti yang kita ketahui perempuan clan anak adalah yang 

paling banyak menjadi korban perdagangan orang, menernptkan mereka 

pada posisi yang sangat beresiko khususnya yang berkaitan dengan 

kesehatannya baik fisik maupun mental spiritual, dan sangat rentan 

terhadap tindak kekerasan, kehamilan yang talc diehendaki, dan infeksi 

penyakit seksual temasuk HIVIAIDS. Kondisi pempuan dan anak yang 

seperti itu akan mengancam kualitas Ibu Bangsa dan generasi penerus bangsa 

Indonesia. 

Jumlah korban perdagangan orang sesuai data Deplu mencapai 2,5 juta 

orang pertahun. Korban ini berasal dari 127 negara clan dijual ke 137 negara. 

Undan~Undaq Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tenbag Pemkantasaa 
Tindak Pidana Pen@mgan Orang, Pasall. 



Kasus yang paling besar adalah ~ksploitasi seksual dan kasus penjualan anak- 

anak dan wanita.' 

Pengguna (user) perdagangan orang baik yang secara langsung 

mengambil keuntungan dari korban, maupun yang tidak langsung melakukan 

, eksploitasi, antara lain adalah : 

1. Germo clan pengelola mah bordil yang membutuhkan perempuan dan 

anak-anak untuk dipekeflakan sebagai pelacur. 

2. Laki-laki hidung belang, pengidap pehfilia dan kelainan seks lainnya 

serta para pekerja asing (ehpatriia) clan pebisnis internasional yang 

tinggal sementara di suatu negam 

3. Para pengusaha yang membutuhkan pekerja anak yang murah, penurut, 

mudah diatur dan mudah die- takut i .  

4. Pengusaha b i d s  hiburan yang memerlukan perempuan muda mtuk 

dipekerjakan di panti pijat, karaoke dan tempat-tempat hiburan lainnya. 

5. Para pebisnis di bidang pariwisata yang juga menawarkan jasa layanan 

wisata seks. 

6. Agen penyalur tenaga kerja yang tidak bertanggung jawab. 

7. Sidikat narkoba yang mernerlukan pengedar baru untuk memperluas 

jaringannya 

8. Keluarga menengah dan atas yang membutuhkan perempuan dan anak 

untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga. 

9. Keluarga yang ingin mengadopsi anak. 

"Pemegahan dim Pemberant(~~an Perdagangm Amk dan Perempwn,;" Batam Pos, 8 
Agustus 2007, hal. 1. 



l0.W-laki China dari luar negeri yang menginginkan perempuan 

c'tradisionil" sebagai pengantinnYa.6 

Secara mum masalah ini juga berkaitan dengan persoalan 

kemanusiaan yaitu rasa arnan clan tentram &lam mengarungi bahtera 

kehidupan. Konsekuensi metodeloginya adalah sekecil apapun tin& pidana 

kejahatan yang dapat meresahkan dan menjauhkan masyarakat dari rasa m a n  

clan tentaram, secara hukurn layak ditinjau untuk dicarikan solusi 

pemecahannya. 

Secm universal anak mempunyai hak asasi manusia yang dilindungi 

hukum, bahkan berlaku sejak &lam kandungan, karena itu anak juga berhak 

mendapat perlindungan hukum atas segala kegiatan yang mengarah pada 

pertumbuhan maupun perkembangan di masa mendatang. Agar semua 

berjalan sesuai dengan hak-hak universal anak, diperlukan kebersamaan 

semua pihak, sehingga tahun 2015 program menciptakan anak sehat bisa 

menjadi kenyataan, apalagi UU No. 2312002 telah menegaskan bahwa negara, 

pemerintah, masyarakat, keluarga dau orang tua memunyai tanggung jawab 

. terhadap pemeliharaan dan perlindungan an& 

Akibat lemahnya perliidungan hukum dan sosial terhadap anak 

ditambah sistem budaya di masyarakat menjadikan posisi anak sangat rentan 

terhadap ancaman dan serangan kekerasan, baik fisik, seksual maupun 

psikologis serta meningkatnya perdagangan orang khususnya anak, 

m e n j a d i  kekerasan terhadap anak cenderung meningkat mengutip data 



yang dihimpun Progressia tahun 2005, prevalensi atau ,kecendemngan 

peningkatan korban seks komersial korban perdagangan orang berkisar mtm 

130.000 sampai 240.000 orang. Sedangkan bur& migran yang berpotensi 

menjadi korban perdagangan orang berkisar antara 1,4 juta sampai 2,l juta 

Begitu pula halnya yang terjadi di Kota Pekanbaru sebagai ibukota dari 

Provinsi Riau yang letak geografisnya berbatasan langsung dengan negara 

tetangga Sigapura clan Malaysia, menjadikan daerah ini sebagai daerah 

tujuan perdagangan anak dan perempum (trMcking). Sebagian korbau 

perdagangan manusia itu berasal dari Pulau Jawa, Kalimantan, Nusa 

Tenggam, dm Sumatera Utara. Para korban dibawa ke Riau dengan 

menggunakan transportasi, baik darat m p u n  udara. Korban traflcking yang 

kebanyakan anak baru gede (ABG) itu sebagian "diekspor" melalui Pelabuhan 

Dumai. Sedangkan sebagian lagi dijadikan pekerja seks komersial (PSK) di 

Lokalisasi Teleju (Pekanbaru), Buang Sampah (Dumai), Duri 13 @uri) dan 

sejumlah daerah tingkat IX di Riau. Akhir Mei 2006 lalu, misalnya, aparat 

Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Pekanbaru mengetahui daerahnya d i j a d i i  

tujuan sindikat traflcking. Sebanyak 29 ABG. berasal dari Kabupaten Kendal, 

Jawa Tengah yang berada dalam sekapan kawanan pelaku perdagangan 

manusia. Polisi terns melakukan upaya pencarian para ABG tersebut, 

sekaligus berusaha meringkus para pelaku. Beberapa orang dari korban &pat 

diselamatkan. Sementara itu, praktik perdagangan wanita di bawah umur 

' E. Maruapey, 2007, "Zk@cking PerMgkap Maut Bagi Wanita & Anak-anak", 4:s 
Fonun Hukum, Id. 93. 



(anak) tersebut terbongkar setelah salah seomg dari p a  korban berhasil 

meloloskan di. Diah Indah Permata Sari (15) sebelumnya diselarnatkan 

warga di JalanGelora, Kelurahm Sidmulyo ~arat? 

Sebelum diseiamatkan warga, Diah mengaku baru saja kabur dari 

sebuah bus yang mengangkut mereka dari Kendal. Dalam bus yang d i w a l  

sejumlah pria berbadan kekar dan menggunakgn penutup. wajah tersebut, 

berisi 29 ABG. Saat kabur, Diah bersama dua temannya bernama Lailatul 

Dorifah (15) dan Fitroh Sulistiani (15). Namun, ia talc tahu nasib.kedu8 teman 

sekolahuya di MTs Brongsang, Kaliwungu, Kendal itu. Ada kemungkinan 

keduanya kembali tertangkap, sebab saat kabur Fitri juga dikejar-kejar 

pen yekapn ya ? 

Maraknya aktivitas penjualan manusia itu mendapat perhatian dari 20 

Organisasi Perempuan di R i a  Organisasi wanita yang terdiri dari Bidang 

Pemberdayaan Perempuan (BPPM) Riau, Pusdatin Pumi, BKOW, Aiyiah 

Riau, Pusat Studi Wanita (PSW) Unri beserta organisasi lainnya seperti 

Yayasan Utama, LPAD dan KBH Rim ini rnendesak aparat keamanan 

mengusut tuntas kasus trafficking di daerahnya Salah seorang penggagas 

advokasi perempuan yang juga Ketua Yayasan Bunga Bangsa, Dessy 

Zarnaludi menilai persoalan trafficking di Riau ibarat gunung es. Ia selalu 

mengendap dari permukaan. Padahal, setiap tahun sekitar 100 orang dijadikan 

objek jual beli.1° 

Harian Umum Sore, Sinar Harapan, diambid dari laporan Denny Winson, Rim Met@& 
Tujuan S i d k a t  Perdagangan Manwia, 26 Desember 2006. 

Ibid 
'O Ibid 



.Rapinya jaringan , pel& . perdagangan marlusia .membuat 

pengungkapan perkara ini sulit dilakukan. Kondisi itu diperparah dengan 

lemahnya upaya aparat. p e g &  hukum dalam menelisik perkara tersebut. 

Korban trafficking ini pada uhumnya merupakan kalangan wanita yang 

berumur 16 sampai 20. &hun. Mereka diperjualbelikan'sebagai objek pemuas 

na&u pria hidung belang. Modus trafficKing ini biasanya dengan menawarkan 

pekerjaan pada korban. Korban-korban traflcking pada umumnya tidak berani 

mengungkapkan masalah yang menimpa mereka sebab ma malu yang begitu 

besar. Selain itu, kurang sigapnya aparat penegak hukum dalam menelisik 

perdagangan mauusia, juga menjadi faktor yang semakin mempermlit 

penpgkapm perlcara tersebut. Padahal, perdagangan maausia h i  adalah 

extra ordinary crime atau jenis kejahatan yang seharusnya mendapat perhatian 

clan panganan kh~pus. Seperti lcasus Ayu (1 7) .warga Jalan Singgalang Alam 

Mayang Pekanbam, pertengahan September lalu, diperdagangkan oleh 

Khairul. Ia ditawari lbntuk bekerja di sebuah restorm. Naqun kenyataannya, ia 

malah dipaksa melayani nafsu seks beberapa pria yang sebelumnya sudah 

m e l a  transtihi den- IU~airul." Oleh karena masih ban-ya 

dijumpai perdagangan sex di hotel-hotel terutam diKota Pekanbam, d i i a  

kebanyakan dari mereka berusia 14 sampai 17 tahun. Untuk itu diiarapkan 

kepada Pemerintah .Pekanbanr mampu . rnerrghapusk segala bent& 

kekerasan terhadap anak, pekerjaan terburuk untuk anak dan aksi perdagangan 

anak serta eksploitasi pekeajaan sex terhtdap anak 



Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meliit lebih dekat 

lagi permasalahan yang timbul dari pedagmgan anak ini dengan cara 

melaMran penelitian dan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang 

diangkat, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk tulisan yang diberi judul : 

uImplementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Anak 

Di Kota Pekanbarun 

B. Rumusan Permasalaban 

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah implementasi penegakan hukum pidana terhadap 

perdagangan anak di Kota Pekanbam ? 

2. Apa faktor penghambat dalam penegakan hulrum pidana terhadap 

perdagangan anak di Kota P e k a n h  ? 

3. Upaya apakah yang dilakukan dalam pemberantasan dan penghapusan 

terhadap perdagangan anak di Kota Pekanbm ? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan yang hendak dicapai &lam 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui implementasi penegakan hukum pidana terhadap 

perdagangan anak di Kota pekanbm. 



2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penegakan h u b  p i b a  

terhadap perdagangan anak di Kota pekanbaru. 

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan &lam pemberantasan dan 

penghapusan terhadap perdagangan anak di Kota pekanbaru. 

D. Manfaat Penelitian 

Selanjutnya penelitian ini sangat diiarapkan akan bermanfaat clan 

berguna antara lain : 

1. Sebagai penunjang dalam p e m b e n w  ilmu pengetahuan hukum 

khususnya bagi penulis &lam bidang hukum pidana mengenai Tin& 

Pidana Perdagangan Anak, 

2. Untuk mengungkapkan secara obyektif, dengan memakai metode ilmu 

pengetahuan, latar belakang dan kenyataan yang mengenai tindak pidana 

perdagangan anak yang menyangkut kehidupan orang, khuwnya anak- 

anak yang lebih sering menjadi korban. 

E. Kajian Teoritik dan Definisi Operasionol 

1. Kajian Teoritik 

a. Penegakan Hukum 

Hukum meqakan sarana yang di dalamnya terkandung nilai- 

nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kernanfaatan 

sosial, dan sebagainya. Kandungan hukum ini bersifat abstrak. 

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakikatnya 



merupakan penegakan ide-ide atau konsep konsep yang abstrak itu. 

Penegakan hukum mempakan usaha untuk mewujudkan ide-ide 

tersebut menjadi kenyataan.12 Soerjono Soelcanto mengatakan bahwa 

penegakan hukurn adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai 

yang terjabarkan di dalam kaiw-Kdahlpandangan-pandangan nilai 

yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian 

penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai social 

engineering), mernelihara dan mempertahankan (sebagai social 

contror) kedamaian pergaulan hiduP.l3 Penegakan h u h  secara 

konkret adalah berlakunya hukum positif dalarn praktik sebagaimana 

sehamsnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam 

suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum 

dan menemukm hukum in conmeto dalam mempertahankan clan 

menjamin ditaatinya h u h  materiii dengen menggunakan cara 

prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. 

Penegakan hukurn mempakm suatu proses yang melihatkan 

banyak hal. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum akan 

dipengaruhi oleh hal-ha1 tersebut. Secara mum, sebagaimana 

diemukakan oleh Soejono Soekanto, ada lima faktor yang 

tnempengaruhi penqnegakan hukum, yaitu:14 

l2 Satjipto Rahadjo, M d a A  PenegaRan Huhm suatu Tina/'uan Sosiolo@s, 
Bandung:Si Baru, bal.15. ' 

l3  Soejono Soekiutto, 1983, Penegah Hukum, JakarkBinacipta, hal.13. 
l4 SOejono Soekanto, 1983, FaRtor-faRtor yang Mempengmhi PenegaRan Huhm,  

Jakarta:Rajawali h, hal. 4 5  



1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam tulisan ini akan dibatasi pada 

unbg-undatng saja 

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk 

maupun menerapkan hukum 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendulcung penegakan hukum 

4. Faktor m a s y w  yakni ligkungan &mami hukum tersebut 

berlaku dan diterapkan 

5. Faktor kebudayaan, yakni segala hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di daiam pergaulan hidup 

Kelima falctor tersebut salmg berkaitan dengan eratnya Oleh 

karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak 

ukur daripada efektivitas penegakan hukum15 

Dari kelima fakfor tersebut diatas membawa pengaruh terhadap 

penegakan hukum. Bisa saja ~n~ positif dan mungkin juga 

berpengaruh negatif. Akan tetapi diantara semua falctor tersebut, maka 

faktor penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak 

h u h  dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat 

lw. 



b. Konsep Implementasi 

Dalam Kamus Blaok's Law Dictionary, yang dimaksud dengan 

Implementasi adalah : 

"Such things ar are used or employed for a trade, o r m t u r e  

of a house. Particularly applied to tools, utensils instruments of 

labor; as the implements of trade or of fming".I6 

Sedangkan yang dimaksud dengan implementasi dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia adalah : 

"Pelaksanaan, penerapan : petemuan kedua ini bermbud 

mencari bentuk - tentang ha1 yang disepakati dulu"." 

Dalam kamus Webster pengertian implementasi dinunuskan 

secara pendek, dimana "to implementasi" (mengimplementasikan) 

berarti "to provide means for carrying out; to give practical eflec to" 

(menyajikan alat bantu untuk melaksanakan; menimbulkan 

dampak/berakibat sesuabu). '* 
Pengertian yang sangat sederhana tentang implementasi adalah 

sebagaimana yang diungkapkan oleh Charles 0. Jones, dimana 

implementasi diartikan sebagai "getting the job done" dan Voing itf! 

Tetapi di balk kesederhanaan musan yang demikian berarti bahwa 

implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang &pat 

l6 H w  Campbell Black MA., 1979, Black's Low Dictionary, With Pronunciations, fifth 
edition, ST. Paul Minn Wets Publishing Co, hal. 679. 

l7 Pusat Bahasa Departemen P e n d i d i  Nasional, 2002, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia9 Edisi Ketiga, Balai Pustaka, J a k e  hal. 427. 

'8htt~:~imaaes.soemamo.multi~l~Y~m/attachment/~/~vm8f~~~~~~P~~~~l/~~~ 
%20I-III%20New....doc?rnid=59422943 (diakses pa& tansgal 20 Agustus 2009, jam 15.30). 



dilakukan dengan mudah. Namun pelaksanaannya, menurut Jonse, 

menuntut adanya syarat yang antara lain: adanya orang atau pel- 

uang clan kemampuan organisasi atau yang sering disebut dengm 

resources, Lebih lanjut Jones memuskan batasan implementasi 

sebagai proses penerimaan sumba daya tarnbahan, sehingga dapat 

menpertimbangkan apa yang harus dilak~kan.'~ 

Van Meter clan Horn mendefmisikan implementasi kebijakan 

sebagai berikut: "Policy implementation encompasses those actions by 

public and private individuals ((and p u p s )  that are directed at the 

achievement of goals and objectives set firth in prior policy &cisions. 

"Definisi tersebut memberikan makna bahwa implementasi kebijakan 

adalah tindakan-tin* yang dilakukan oleh individu-individu (dm 

kelornpok) pemerintah dan swasta yang diarabkan pada pencapaian 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tidakan-tindakan hi, pada 

suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan 

menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut 

untuk mencapai perubahn, baik yang besar maupun ymg kecil yang 

diamanatkan oleh keputusan kebiiakan.20 

Dengan mengacu pada pendapat tersebut, dapat diambil 

pengertian bahwa sumber-sumber untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan, di dalamnya 

mencakup: manusia, dana, clan kemampuan organisasi; yang 

l9 Ibid 
Bid. 



dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta (individu ataupun 

kelompok). 

c. Perdagangan Manusia 

Perdagangan manusia sudah terjadi sejak zaman perbudakan. 

Bedanya dengan sekarang adalah bahwa dulu dilakukan dengan paksa, 

sedangkan sekarang dengan tipu muslihat Dulu yang diperdagangkan 

adalah pria untuk kerja, sedangkan istri clan anak-anaknya tidak selalu 

d i i t  sertakan. Sedangkan sekarmg yang menjadi objek perdagangan 

ialah wanita dengan berbagai tujuan (sebagai tenaga kerja atau 

pengllibur atau pemuas seks)?' 

Mencermati dari definisi traflcking tersebut, Ginanjar Kusuma 

berpendapat bahwa "spelctrum tindakan yang dapat dikategorikan 

sebagai iraflcking, tetapi juga perekrutan, penyalur, pempung, dan 

semua pihak yang ikut andil. Tr@cking juga meliputi berbagai tujuan 

yang intinya eksploitasi.'a 

Menurut Noyon-Langemeyer, perdagangan perempuan atau 

perdagangan wanita harus diartikan sebagai semua perbuatan yang 

langsung bertujuan untuk menempatkan seorang perempuan &lam 

keadaan bergantung kepada orang lain yang ingin menguasai 

- - - - - - - - 

2' Soebroto Bmtodjredjo, 1997, Penguntar Hdum Kepolisian Umum di Zndonesicz, 
Penerbit LP3ES, Jakarta, hal75. 

" Ginanjar Kusuma, 2001, T r e k i n g  Perempumr dan Anak di Zndonesia Beserta 
Pennasdahaqw, Penerbit Komnas Ham, Jakarta, hal. 15 



perempuan itu untuk disuruh melakukan perbuatan-perbuatan cabul 

dengan orang ketiga (pro~titusi).~~ 

Dalam menanggulangi perdagangan wanita pembuktiannya 

pada umumnya mudah. Namun unsur-unsur tindak pidana 

perdagangan ini kebanyakan baru nampak di tempat tujuan yang 

biasanya di luar negeri, maka tidak sedikit kasus-kasus ini tidak 

diketahui oleh keluarga yang bersangkutan. Jika ada pengaduan maka 

masih diperlukan prosedur tertentu dalam hubungan antar kepolisian, 

bahkan antar pemerintah. Indonesia merupakan anggota Lembaga 

Interpol, dapat berperan dalam perdagangan manusia. 

Disarnping itu, apabila dilihat dari sudut kriminologi, faktor- 

faktor yang dapat menimbullcan krhinalitas terdiri dari dua bagian 

yaitu bersumber dari dalam diri individu (intren), dan faktor-faktor 

yang bersumber dari luar individu (ehtren). 

a. Faktor-faktor yang bersumber dari dalam individu (sifat khusus). 

Sifat khusus ini adalah keadaanfisikologis dari individu. Masalah 

kepribadian sering dapat menimbuLkan k e l h  yang 

menyimpang, lebih-lebii jika seseorang dapat dikategorikan 

tertekan pemsaamya. Orang yang tertekan perasaannya 

mempunyai kecenderungan untuk melakukan penyimpangan dan 

D ' i p  dari Wi jono P r o d j d i ,  1986, Tin&-Tin& Pi&na Tertentu di Indonesia, 
Penabit PTBresco, Bandung, hal. 123. 



penyimpangan terhadap sistem sosial ataupun terhadap pola-pola 

kebudayaan." 

Ada beberapa sifat khusus yang dapat menimbulkan kejahatan, 

antara lain: 

1) Sakit jiwa; orang yang mempunyai sakit jiwa 

berkecenderungan untuk bersikap anti sosial, 

2) Daya emosional; masalah emosional erat hubungannya dengan 

masalah sosial yang dapat mendorong seseorang untuk berbuat 

menyimpang. 

3) Rendahnya mental; rendahnya mental ada hubungannya dengan 

daya intelegensia. Orang yang intelegensianya rendah 

c e n d m g  tidak mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat 

yang akhirnya akan melarikan s s t  yang menyimpa~~?~ 

b. Faktor yang bersumber dari luar individu. 

1) Faktor Lingkungan 

2) Faktor Ekonomi 

3) Faktor Agams 

Dalam upaya untuk menentukan proses-proses yang 

menyebabkan seseorang dapat menjadi penjahat, tentu saja perlu 

dianalisa sampai sejauh mana berbagai aspek atau faktor &lam 

Abdulsyani, 1987, Sosiologis Kriminalitas, Penerbit Remadja Karya CV, Bandung, hal. 
40. 

25 Ibid hal. 44. 



masyarakat itu mempengaruhi diri manusia dalam hubungannya 

dengan tindak kejahatan.26 

Seperti yang kita ketahui ada beberapa peraturan yang 

mengatur clan berkaitan dengan perdagangan manusia antara lain : 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 

Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 1, pasal3, pasal4, 

pasal20, pasal71 dan pasal72 yang berbunyi sebagai berikut : 

"Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat 
manusia yang sama dm sederajat scrta d i i a i  aka1 dan hati 
nurani untuk hidup bermasyankat, berbangsa, dan bernegara 
dalam semangat persau-. Setiap orang berhak atas 
pengdwan, jaminau, perliddungan dan perIakuan h h  yang add 
serta mendapat kepastian hukutn dan perlakuan yang sama di 
depan hukum"? 

Pasal3 : 

"Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan 

kebebasan dasar manusia, tanpa di~kriminasi".~~ 

'Wak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, 
pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, 
hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan 
hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang 
berlaku surut adalah hak asasi manusia yan tidak dapat dikurangi 4 &lam keadaan apa pun dan oleh siapa pun". 

26 Wmkita Yulius, 1997, Kejaktan Dalam Maryarakat dun Pencegahannya, Penedit 
Bindaksara, Bandun& hal. 41. 

27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 
Manusia,psal 1 

fiiri, Pad 3. 
29 1b4 pad 4 



"Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba 
Perbudakan atau perhambaan, pedagangan budak, perdagangan 
wanita, dan segala prbuatan bempa apapun yang tujuannya 
serupa, dilarangS3O 

'Temerintah wajib dan bertanggung jawab menghomati, 
melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang 
diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundangan lain, dan 
hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh 
negara Republik Indonesia. Kewajiban dan tanggung jawab 
Pemerintah tersebut meliputi langbh implementasi yang efektif 
&lam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan 
keamanan negara, dan bidang lain"?' 

Dari beberapa pasal diatas,Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, maka dapat kita 

l i t  bahwa perdagangan orang tersebut merupakan salah satu 

pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan telah menyangkut 

masalah kehidupan seseorang. Sehingga tiap manusia hendaklah 

menghormati hak asai manusia yang lain, tidak boleh melalcukan 

diskriminasi terhadap sesarna manusia. 

Selain di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 

Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, didalarn KUHP (Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana) juga d i m ,  diantaranya pada pasal 

287, pasal 289, pasal 296, pasaI 297, pasal 333 dan pasal 506 yang 

berbunyi sebagai berilcut : 



"Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita d i l w  
perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya hams diduganya 
brrhwa umurnya belum limabelas tahun, atau kalau umurnya tidak 
jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidanip 
penjara paling lama sembilan tah~n" .~~  

"Bmgsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 
seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan 
cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang 
kehormatan kesusilaan, dengan p i b a  penjara paling lama 
sembilan t a h ~ n " . ~ ~  

T3arang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memu- 
perbuatan cabul oleh orang lain dengan o-rang lain, dan 
m e n j a d i i y a  sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan 
pidana penjara paling lama sahl tahun e m .  bulan atau p i h a  
den& paling banyak limabelas ribu rupiah". 

44Perdagangan wanita clan perdagangan anak laki-laki yang belum 

dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam 

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas 
kemrdekaan sewrang atau meneruskan perampasan 
kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara 
paling lama delapan tah~n".~~ 

32 Soesilo, R, 1992, Kitab Undang-Undmrg H u h  Pidana (KUHPJ sem komentar- 
Romerttm Lengkup Pasal Demi Pasal, Bogor, Politeia, 1992, Pasal287. 

33 Ibid Pasal289. 
34 fbid Pasal296. 
35 fbiri, P d  297. 
36 Ibiri, Pasal 333 



Pasal506: 

'Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang 

wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan 

pidana kurungan paling lama satu tah~n".~' 

Didalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), 

beberzpa pasal diatas merupakan suatu kejahatan tehadap kesusilaan. 

Kita ketahui bahwa selama ini perdagangan orang khususnya wanita 

dan anak-anak yang me~jadi korban biasanya mereka akan dijadikan 

pelacur, eksploitasi seksual amaupun bentuk-bentuk eksploitasi yang 

lain yang berhubungan dengnan kesusilaan. 

Hal ini dapat kita liiat pada pasal 296 KUHP ada sejumlah 

unsur yang harus dipenuhi yakni menyediakan tempat yang 

memudahkan perbuatan cabul termasuk persetubuhan, melakukan 

mata pencaharian tetapnya, mengambil sebagian penghasilan dari 

WTS (Wanita Tuna Susila) atau korban perdagangan wanita yang 

diperolehnya dari praktek prostitusi, yang diienal juga dengan germo. 

Selain itu, pada pasal 297 juga dikatakan dengan jelas bahwa 

perdagangan wanita itu dilarang, dan dapat diancam pidana penjara 

selama 6 tahun. Karena itulah perdagangan orang dilarang dan sudah 

termasuk perbuatan kejahatan. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 

Tentang Hak Asasi Manusia dan didalarn KUHP (Kitab Undang- 



undang Hukum Pidana) hanya mengatur mengenai masalah 

perdagagan secara umum maka pemerintah melakukan suatu upaya 

perliidungan yang lebih khusus dengan dibuatnya dan disahkannya 

Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), yang mengatur hal-ha1 sebagai 

"Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, 
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan 
seseorang dengan ancaman kekerasan, peoggunaan kekerasq 
penculikan, penyel=pan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan 
kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi 
bayaran atau man- sehiigga memperoleh persetujuan dari orang 
yang memegang kendali atas orang lain -but, baik yang 
dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan 
eksploitasi atau mengaki'batkan orang tereksPloitasi"?* 

" Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakm atau 

serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana 

ymg ditentukan &lam undang-undang 

"Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangutan, 
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan 
semrang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekeerasan, 
penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahfp-n 
kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi 
lmytvan atau madbat, sehihgga memperoleh persetujuan dari orang 
yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan 
mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik 
Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun clan pidana denda 

'%n-undang Republik Indonesia Nomor 21Tahun 2007 Tentang Pemtamtasm 
Tindak Pidana Perdagaogan Orang, Pasall. 

' 9  Ibid Pasall (2) 



paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) 
dim palig%anyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta r ~ ~ i a h y . ~  

"Setiap orang yang menggunakan atau memanhatkan korban 
tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan 
persetubuhan atau perbuatan cabul Kmya dengan korban tiudak 
pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana 
perdagangan orang untuk menemskan praktik eksploitasi, atau 
mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan 
paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda palig sedikit 
Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) clan paling 
banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".41 

Didalam Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberaatasm Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), ini 

dengan jelas mengatur tentang perdagangan orang, karena pemerintah 

dan para aparat penegak huhm merasa Pasal297 KUHP memberikan 

sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang 

diderita korban akibat perdagangan wanita. Oleh karana itulah, 

diperlukan undang-undang khusus tentang tindak pidana perdagangan 

orang yang marnpu menyedialcan landasan hukum materil dan formil 

sekaligus. 

Untuk tujuan tersebut, undang-undang khusus ini 

mengantisipasi clan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cam 

atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalarn praktirk 

perdagangan orang khususnya wanita dan anak-anak yang sering 

menjadi korban, baik perdagangan orang yang dilakukan antar wilayah 



&lam negeri maupun secara antar negara dan baik oleh pelaku 

perorangan maupun korporasi. 

4 Tinjauan Umum terhadap Anak 

A& beberapa pendapat para ahli dalam memberikan pengertian 

tentang anak, yang hingga saat ini masih banyak terdapat perbedaan. 

Hal ini disebabkan sudut panclang mereka berbeda. Berikut ini 

pengertian anak menurut para ahli, antara lain: 

1. Arif Gosita 

Anak adalah tunas-tunas harapan bangs8 yang akan melanjutkan 

eksistensi nusa dan bangsa Indonesia selama-lamanya." 

2. Abu Huraerah 

An& adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita ban- 

Mereka memiliki peran strategis &lam menjamin eksistensi 

bangsa dan Negara pada masa yang akan 

3. Wagiati Soetodjo 

Anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib 

manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan 

sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa 

men data^^.^^ 

*' Arif Gosita, 1985, Masalah Perlindingan  AM^ Penerbit Akademia Presiindo, 
J-.hal. 3. 

" Abu Huraerah 2006, KeAemsan Terhmiiq Anuk, Penerbit Nuansa, Bandung, hal. 9. 
44 Wagiati Soetodjo, 2006, HuRum Pi- Anuk, Penerbit PT. Refib Aditama, Banduns 

hd, 5; 



4. Maulana Hasan Wadong 

Untuk meletakkan anak &lam arti khusus dibentuk dari ketentuan- 

ketentuan nilai yang tumbuh dalam lingkungan agama, sosial, 

ekonomi, clan politik dari suatu bangsa secara universal. Pengertian 

kedudukan anak tersebut terdapat pada hal-hal berikut hi:" 

a Pengertian Religius atau Agama 

Anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, 

masyarakat, bangsa, dan Negara sebagai pewaris dari ajaran 

islam yang kelak akan memekmurkan dunia rahmatun 

lilalamin. 

b. Pengertian Anak dari Aspek Sosiologis 

Anak adalah makhluk sosial ciptaan Allah SWT yang 

senantiasa berinteraksi dengan lingkungan masyarakat, bangsa, 

dan Negara. Kedudukan anak dalam pengertian ini 

memposisikan anak sebagai kelompok sosial yang berstatus 

lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempat berinteraksi. 

c. Pengertian Ekonomi 

Anak adalah golongan yang non produlrtif. Jika terdapat 

kemampuan ekclnomi yang persuasif dalam kelompok anak, 

kemampuan tersebut dikarenakan anak mengalami tranformasi 

financial yang disebabkan dari terjadiiya interaksi dalam 

lingkungan keluarga yang ber-kan nilai kemanusiaan. 

45 Mauiana Hasan Wadong, 2000, Penguntar Advokasi dan Hukwn PerIindungan Anak, 
Penerbit GrasindoJakarta, hal. 7, 



d. Pengertian Politik 

Anak adalah tempat issue bargaining politik yang kondusif. 

Kebijaksanaan politik muncul dengan menonjolkan sum-suara 

yang mengaspirash status anak. 

Menurut hukum positif Indonesia, untuk menentukan batasan 

umur seseorang itu disebut an& masih terdapat perbedaan pendapat 

Pada umumnya yang diartikan dengan anak adalah seseorang yang 

masih di bawah usia &ten& dan belum dewasa serta belum kawin. 

Beberapa perundang-undangan Indonesia, memberikan batasan usia 

anak yang berbeda-beda, dalam melaksanakan hak dan kewajibannya 

dapat dilihat sebagai berikut: 

1. Menurut Pasal330 ayat (1) Burgerlijk Wetboek 

Anak dikatakan sebagai orang yang belum dewasa adalah mereka 

yang belum mencapai genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak 

lebih dahulu telah kawin. 

2. Menurut Pasal290 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Dikatakan bahwa barangsiapa melakukan pexbuatan cabul dengan 

seorang, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, 

bahwa umumya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak 

jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dhwin. 



3. Menurut Pasal 171 butir a Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana 

Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah 

ialah anak yang umumya belum cukup lima belas tahun dan belum 

pernah kawin. 

4. Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Pokok-Pokok Perkawinan 

Dikatah bahwa seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah 

mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah 

mencapai umur 16 (enam belas) tahun. 

5. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 

tentang Kesejahteman Anak 

Yang dimaksud dengan an& adalah seseorang yang belum 

mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. 

6. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 

tentang Peradilan Anak 

Yang diaksud dengan anak adalah orang yang &lam perkara 

an& nakal telah mencapai usia 8 (delapan) tahun tetapi belum 

mencapai usia 18 (delapan belas) tahuu dan belum pemah kawin. 

7. Menurut Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak 



Yang diaksud dengan anak disini adalah seseorang yang belum 

berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih &lam 

kandungan. 

Namun batasan yang dipergunakan oleh penulis adalah 

berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 

tentang Peradilan Anak, yaitu anak adalah orang dalam perkara anak 

nakal yang telah mencapai umw 8 tahun tetapi belum 18 tahun dan 

belum pernah menikah. 

2. Definisi Operasional 

a. Konsep Implementasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

LLPelaksanaan, penerapan : pertemuan kedua ini bmaksud men& 

bentuk-tentang ha1 yang disepakati d u l ~ " . ~ ~  

b. Tindak pidana adalah persamaan dari kejahatan secara yuridis berarti 

segala tingkah laku manusia yang &pat dipidana, yang diatur dalam 

hukum pidana, relatihya bergantung pada ruang, wak.tu dan siapa 

yang menamakan sesuatu itu kejahatan. Konteks itu dapat dikatakan 

bahwa kejahatan adalah suatu konmpsi yang bersifat abstrak Abstrak 

dalam arti tIdak dapat diraba, dan tidak &pat diiihat, kecuali akibatnya 

saja. Meskipun kejahatan bersifat relatif; ada pula perbedam antara 

"mala in se" dengan "mala prohibit#. Mia in se adalah suatu 

perbutan yang taupa dimmuskan sebagai kejahatan sudah merupakan 

46 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, Kamus Besar B d w a  
I&&,,. w&. K a .  .-. u. Jw. ha1,427. 



kejahatan. Sedangkan mala prohibita adalah suatu perbuatan manusia 

yang d i i i s i f i k a s i  sebagai kejahatan apabila telah dirumuskan 

sebagai kejahatan dalam per~ndan~-undangan.~~ 

c. Perdagmgan berasal dari kaia dagang (ind); Suatu perbuatan yang 

berkaitan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh 

keuntungan, jual-beli, niaga?' 

d. Konsep Anak yang dipakai dalam penelitian ini adalah seseorang yang 

belum berusia 18 (dilapan belas) tahun tennasuk anak yang masih 

dalam kandungan. 49 

e. Perdagangan orang adalah "tindakan p e r e m  pengangkutan, 

penampungan, pen- jxmindahan atau penerimaan seseomg 

dengan ancaman kekerasan, pnggunaan kekerasan, penculikan, 

penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau 

posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayanin atau manfat, 

sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali 

atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun 

antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang 

terek~~loitasi".~~ Korbannya kebanyakan wanita dan anak-anak untuk 

tujuan pelacumn dan eksploitasi seksual (termasuk phaedopili), buruh 

migran legal maupun ilegal, adopsi anak, pengantin pesanan, 

47 Made Darma Weda, 1996, Kiiminologi, Penerbit PT. %a Gra6ndo Persada, Jakarta, 
hal. 11. 

" Simorangkir, Rudy T. Erwin, dan Prasetyo, 2000, Kamw H u h ,  Penerbit Sinar 
GI- ha1 126 

P a d l  aangka 1 UndaRg-Undang Nomot 23 Tahun 2QCK tentang Perlindungan Anak. 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21Tahun 2007 Tentang Pernbentntasan 

Tindak Pidana Pedagangan Orang, Pasal 1. 



pembantu nunah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran 

obat terlarang, dan penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk 

eksploitasi lainnya. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalarn penelitian ini adalah 

penelitian Yuridis Sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara 

meng- identifhsi hhulnun dan bagaimatla efektifitas pelaksanaan 

hukum itu berlaku di ma~yarakat.~' 

2. Bahan atan Materi Penelitian 

Dalam penelitian ini ada tiga sumber data yang digunakan oleh 

peneliti yaitu : 

a Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 

narasumber dengan metode observasi (pengamatan) interview 

(wawancara) terhadap polisi, jaksa, hakim clan Komisi Perlindungan 

Anak Daerah (KPAID) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

Yayasan Bunga Bangsa (YBB) mengenai Inplementasi 

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Anak Di Kota 

Pekanbm. 

. Soejono Soekanto, 1982, Pengmrtm Penelitian Hukum, UII Press, Jakarta, hal. 33. 



b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan, yang 

terdiri dari : 

1) Bahan Hukum Primer 

Yaitu bahan yang meliputi hukum yang mengikat antara lain : 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 

Tentang Hak Asasi Manusia 

c) Undang-Undang Republii Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 

Tentang Pemberautasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 

primer. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari : 

a) Berbagai hasil seminar tentang Penegakan Hukum Terhadap 

Tindak Pidana T r e k i n g  Anak 

b) Berbagai kepustakaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak 

Pidana Tr@cking Anak 

3) Bahan Hukum Tertier 

Yaitu bahan hukum yang bersifat melengkapi kedua bahan tersebut 

di atas, yang terdiri dari : 

a) Kamus Hukum 

b) Kamus Besar Bahasa Indonesia 

C) Kamus Bahasa Inggris 



d) Berbagai majalah dan swat kabm 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mempemleh data yang dipergunakan dalam penelitian ini 

digunakan alat dan cam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data 

dalam peneliiian ini adalah : 

a. Wawancara 

Yaitu mengadakan proses tanya jawab langsung kepada responden 

dengan pertanyaan-pertanyaan non strukhu terkait permasalahan yang 

diteliti. 

Yaitu untuk memperlengkap data yang dibutuhkan dalam penelitian 

hi, peneliti melalcukan pengumpulan data dengan literatur kepustakaan 

yang mempunyai hubungan logis dengan permasalahan yang sedang 

diteliti. Hal ini dilakukan untuk men& data sekunder guna sebagai 

pendukung data primer. 

Hasil yang diperoleh disusun dalarn sebuah kerangka secara sistematis 

sehingga akan memudahkan dalam melaksanakan analisis 

4. Teknik analisis data 

Data sekunder yang dipilih melalui studi kepustakaan seperti tersebut di 

atas, kemudian disusun secam sistematis sehingga diperoleh garnbaran 

yang menyeluruh mengenai azas hukum, kaidah hukum, dan ketentuan 



hukum kemudian dianalisis secara kualitatif dan secara logis serta data 

yang diperoleh melalui penelitian akan d i i j i  secara mendalam sebagai 

suatu kajian yang komprehensif, hasil analisis akan disajikan secara 

deskriptif analisis. 



BAB 11[ 

TINJAUAN EtUKUM PIDANA TERHADAP 

PERDAGANGAN ANAK 

A. Hukum Pidana 

Istilah hukurn pidana mempunyai beberapa pengertian. Beberapa 

pengertian memberikan ilustrasi tentang hukurn pidana antara lain:' 

a. Hukum pidana dalam arti obyektif 

Hukum pidana d a h  iuti obyektif disebut juga ius m e .  

Menurut Magzer h u b  pidana di artikan sebagai berikut: 

"Aturan hukum yang mengikatkm kepada suatu perbuatan yang 

memenuhi syarat tertentu sebagai akibat yang berupa hulnun pidana". 

Berdasarkan pengertian yang di berikan Magzer di atas dapat 

disimpulkan bahwa pada dasarnya hukurn pidana berpangkal pada dua hal, 

yaitu : 

1) Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu 

Dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang 

memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan yang seperti itu 

dapat disebut sebagai "perbuatan pidana" juga disebut sebagai 

"perbuatan jahat". Oleh karena dalam "Perbuatan" ini harus ada orang 

yang melakukannya, maka persoalan tentang perbuatan t&tu 

' A. Fuad Usfa, 2004, ~en~cantrn Hukm Pidana, Malang: Universitas Muhamadiyah 
M a l ~ g ,  h.d 1. 



tersebut dapat dijabarkan menjadi dua persoalan yaitu perbuatan yang 

dilarang dan orang yang melanggar larangan itu. 

2) Pidana 

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada 

orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat 

tertentu. 

Sementara lus Poende atau hukum pidana &lam arti obyektif 

dapat dibagi menjadi: 

a) Hukum pidana materil, atau dapat juga disebut hukum pidana in 

abstracto, yyaitu hukum pidana yaug berisikan peraturan-peraturan 

tentang: 

1. Perbuatan-perbuatan yang &pat d i c a m  dengan pidana, 

misalnya mengambil barang milik orang lain, dengaa sengaja 

merampas nyawa orang Kia, dan sebaginya. 

2. Siapa-siapa yang dapat di pidana. Dengan demikian, hukum 

pidana materil juga mengatur tentang pertanggung jawaban 

pidana. 

3. Pidana apa yang dapat di jatuhkan kepada orang yang 

melakukan tindak pidana. . 

b) Hukum pidana Formil 

Hukum pidana formil yaitu hukum pidana yang mengatur 

bagaimana negara dengan pemntaraan alat-alat perlengkapannya 

melaksanakan haknya untuk menegakan pidana. 



b. Hukum pidana dalam arti subyektif atau disebut juga iuspuniendi 

Ius puniendi dapat di artikan secara luas dan secara sempit. Dalam 

arti luas ius puniendi diartikan sebagai hak-hak dari negara untuk 

menegakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan m t u .  

Sementara &lam arti sempit bisa diartikan sebagai hak untuk menuntut 

perkam-perIwa pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap 

orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau juga disebut tindak 

pidana. 

Hubungan antara hukum pidana dalam arti obyektif dengan hukum 

pidana dalam arti subyektif adalah hukum 'pidana dalam arti subyektic 

yaitu hak negara untuk memidana, harus di k k a n  pada hukum pidana 

d a l ~  arti obyektif. Artinya, bahwa hak negara untuk mernidana itu baru 

timbul setelah di dalam hukum pidana obyektif di tentukan perbuatan- 

perbuatan yang dapat dicarn dengan pidana Dengan demikian, negara 

tidak dapat menggunakan haknya untuk memidana secara sewenang- 

wenang. Hak negara untuk memidana (hukum pidana dalarn arti subyektif) 

di batasi oleh h u h  pidana dalam arti obyektif 

Terdapat beberapa pengertian-pengertian pidana menurut para ahli. 

Menurut Profesor Van Hamel pidana atau straf adalah : 

"Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan 
oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas narna 
negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi 
seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tetsebut telah 
melanggar suatu peraturan hukum yang hams ditegakan oleh negara".2 

PA9 Lamintang, op. cit, ha1 47. 



Menurut profesor Simmons, pidana atau stmfadalah: 

"Suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telab 

dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu 

putusan hakim telah dijatuhkan bagi seserang yang bersaiahn? 

Menurut Algra-Janssen pidana atau straf adalah : 

"Alat yang digunakan oleh penguasa (hakim) untuic 
memper iugh  mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak 
dapat diperbenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut 
kembdi dad sebaglan perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh 
terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandaiiya 
ia tidak melakukan suatu tindak pidimam? 

Menurut Moeljatno pidana atau strqfadalah : 

1. Menentukan perbuatan-perbuatau mana yang tidak boleh dilakukan, 
yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana 
tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. 

2. Menentukm kapan dan dal& hai apa kepada mereka yang telah 
melanggar lamngau-lmgan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan 
pidana sebagaiiana yang telah dim-. 

3. Menen* dengan cara bagairnana pengenaan pidana itu dapat 
dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar 
larangan tersebut.' 

Menurut ilmu pengetahuan, hukum pidana clapat dibedakan 

beberapa golongan pndapat ? 

a) Hukum Pidana adalah hukum sanksi 
Defenisi ini diberikan ciri hukum pidana yang membedakannya 
dengan lapangan hukum yang lain yaitu bahwa hukum pidana 
sebenaruya tidak mcngadakan norma sendiri melainkan sudah terletak 
pada lapangan hukum yang laii dan sanksi pidana diadakan untuk 
menguatkan ditaatinya norma-norma dlluar hukum pidana. 

b) Hukum pidana adalah keseluruhan atman hukum mengenai perbuatan- 
perbuatau yang dapat diiukum clan aturan pidananya 

Ibid, hal48 
"Ibid, hal48 
' Batibang Waluyo, 2004, P i d m  a h  Pimidanaan, J- Siar Grafb, hal7. 

A. Hamzah, 1983, Asas-usm H u h  Pidam, Jakark Rasanta, hal. 19. 



c) Hukurn pidana dalam arti : 
1. Objektif (dinamakan ius poenale) meliputi : 

a Perlntah dan larangan yang peianggammya diancam dengan 
sanksi pidana oleh badan yang berhak. 

b. Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat 
dipergunakan, apabila norma itu dilanggar, yang dinarnakan 
hukum panitentaire. 

c. Aturan-aturan yan$ menentukan kapan @an clan dimana 
berlakunya nonna-nonna tersebut dlatas. 

2. Subjektif (dinamakan ius puniendz) yaitu hak negara menurut 
hukum untuk men- pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan 
dan r n e l h a k s n  pidam. 

d) Hukurn pidana dibedakan dalam arti : 
1. Hukum pidana materil yang menunjuk pada perbuatan pidana clan 

yang oieh sebab pefbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan 
pidana itu mempunyai dua bagian yaitu : 
a. Bagian objektif menpalcan suatu perbuatan atau sikap (nalaten) 

yang bertentangau dengan hukum positif: sehingga bersifht 
melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan 
ancaman pidana atas pelaagpamya 

b. Bagiau subjektif merupakan suatu kesdahan, untuk di 
pertanggung jawabkan menurut hukum. 

2. Hukum pidana formil yang mengatur cara hukwn pidana materil 
dapat dilaksanakan. 

e) Hukum pidana di berikan arti bekeja sebagai berikut : 
1. Peratwan hukum objektif (ius penale) yang dibagi menjadi: 

a Hukum pidana materil yaitu pera~uan tentang syarat-syarat 
bilamankah, siapakah dan bagimanakah sesuatu itu dapat 
dipidana 

b. Hukum pidana formil yaitu hukum acara pidananya. 
2. Hukum subjektif (ius puniendi) yaitu meliputi hukum yang 

memberikan kekuasaan untuk menetapkan ancaman pidana, 
menetapkan putusan dan melaksanakan pidana yang h y a  
dibebankan kepada negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu. 

3. a Hukum pidana umum yaitu hukum pidana yaug berlaku bagi 
semua orang. 

b. Hukum pidana khusus yaitu dalam bentuknya sebagai "ius 
speciale " seperti hukum pidana militer. 

Menurut Sudarto, perkataan pemidanaan adalah sinonim dari 

perkataan penghuhman, yaitu : Penghukuman itu berasal dad kata dasar 

hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau 

memutuskan tentang hukumannya. Menetapalm hukum untuk suatu 



peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja tetapi 

juga hukum perdata.? 

B. Tindak Pidana 

Tindak pidana adalah persamaan dari kejahatan secara yuridis berarti 

segala tingkah laku manusia yang dapat dipidana, yang diatur dalam hukum 

pidana, reiatiihya bergantung pada ruang, waktu dsan siapa yang menamakan 

sesuatu itu kejahatan. Kontelcs itu dapat dikatakan bahwa kejahatan adalah 

suatu konsepsi yang bersifat abstrak Abstrak dalam arti fidak dapat C i a ,  

dan tidak &pat dilihat, kecuali akibatnya saja Meskipun kejahatan bersifat 

relatic ada pula perkhan antaraGmala fn se" dengan 4 ' ~ p m h f b f t a P .  Mda 

in se adalah suatu perbuatan yang tanpa dinunuskan sebagai kejahatm sudah 

merupakan kejahatan. Sedsangb mda prohfbfta adalah suatu perbuafm 

manusia yang diklisifhsikan sebagai kejahatan apabila telah dimmuskan 

sebagai kejahatan daiam perm&g-undangan? 

Herbert L Packer menyatakan hukum pidana didasarkan pada tiga 

konsep yaitu pelanggaran, kesalahan, dan hukuman. Adapun substansi hukum 

pidana menurutnya ialah : 

1. Perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat ditetapkan sebagai tindak pidana 

2. Persyaratan apa yang dapat menentukan bahwa sewrang dianggap telah 

meiakukan suatu tindak pidana. 

' P. A. F Lamintang, Op. Cit, ha1 49. 
* Made Da~ma Weda, 1896 Krimindogi, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

haL 11. 



3. Apa yang dapat dilakukan terhadap si pelaku tindak piclanag 

Berkenaan dengan perbuatan apa saja yang dapat ditetapkan sebagai 

tindak pidana, beberapa ahli hukum akan mengemukakan pandangannya 

mengenai tindak pidana. Dari istilah saja, dapat kita temui beberapa istilah 

yang mempunyai pengadan yang ma. 

Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu 

pengertian dasar daiam limu hukum pidana, yang di bentuk oieh kesadaran 

dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.10 

Didalam perundang-undangan, dipakai istilah perbuatan pidana, 

peristiwa pidana, dan tindak pidana, yang juga wiring di =but &lict. Apa yang 

diaksud dengan istilah tindak pidana itu atau &lam bahasa Belanda 

Strafbaar pit sebenamya merupakan perlstiwa resmi yang terdapat daiam 

strufweitboek atau dalam kitab undang-undang hukum pidana yang sekarang 

kriaku di Indonesia. Adapun dalam istiiah daiam bahasa asing adalah &Ifct. 

Menurut Wiono Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang 

pelakunya dapat diienalm hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat 

drkatakm merupakan subjek tindak piclanan Didalam W S  dikenal dengan 

istilah StraJbaurjkit, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah delik. 

Pembuat mdang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbutan 

pidana, tindak pidana.'2 

Zbid. 
lo Pipin Sycrrifin, op.,cit, hal. 51. 
'I'l Wyono Prodjodjokro, op.,cit, Hal. -50 
l2 Samidjo, 1985, Ringhan dan Tarya Jaw& H u h  Piaha, Penerbit. Annico, 

Bandung, bal. 77. 



Istilah-istilah itu mendapat tanggapan dari Prof. Moeljatno yaitu : 

perbuatan pidana adaiah perbuatan yang dilarang oieh suatu a tum hukum 

yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang 

meianggar aturan tersebut.13 S&gkan menurut EY Kanter dm SR Sianturi, 

unsur-unsw tindak pidana adalah : 

1. Subjek 

2. Kesalahan 

3. Berslfiit meiawan hukum 

4. Suatu tin- yang dilarang atau dihmkan oleh undang-undangl 

perundangan dan terhadap peianggarannya dimcam dengan pidana 

5. Waktu, tempat dan keadaan (unsu objektif l a i~n~a ) . ' ~  

Dari apa yang disebutkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

suatu perbutan akan menjadi suatu tindak pidana apab'i perbwhn itu : 

I. Melawan hukum 

2. Merugikan masyatakat 

3. Dilarang oleh aturan pidana 

4. Pelakunya akan di ancam dengan pidana 

5. Pelakunya dapat dipertanggung jawabkan. 

Dengm demMm, Kanter dan Sianhrl menyatakan bahwa tindak 

pidana adalah suatu tindakan pada tempatnya, waktu, dan keadaan tertentu, 

yang dilaraug (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oieh undang- 

l3  Ibid. 
l4 Ibid 



undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh 

seseorang (yang mampu bertanggung jaw&). 

Dketahui adanya unsur-mur tindak pidana diatas, penentuan suatu 

perbuatan sebagal tlndak pidana atau tldak sepenuhnya tergantung pada 

pemusan di dalam perundang-undangan, sebagai konsekuensi asas legalitas 

yang dianut oieh hukum pidana Indonesia, bahwa tidak ada satu pehuatan 

dapat di hukum kecuali di tentukan di dalam Undang-undang. 

Dad sernua pengedan tin& pidana dan unsur-unsur tln& pidana 

diatas maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pengertian tindak 

pidana sama hainya dengan pengertian Stwj&awfett, &lid, perbuatan pidana, 

peristiwa pidana dan lain sebagainya. 

Tindak pidana menurut slstem KZTHP kifa t d i  afas dua macam yaitu 

tindak pidana kejahatau dan tindak pidana peianggamn. Menurut Pipin 

Syarifin kejahatafi adaiah pehuatan-perhitau yang meskipun tidal 

ditemukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana tetapi @at 

dlrasakan sebagal perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. 

Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan 

hukum yang dapat diketahui setelah adanya wet (undang-undang) yang 

menentukan d i h g n y a  suatu perbuatan. Sehingga dapat d i m  kesimpulan 

bahwa ada perbedaan antara kejahatan dan peianggaran dhana daiam 

kejahatau terkandung delik hukum (recht delict), &&an pelanggamn 

adalah deiik undang-undang (wets &lfcf). l5 



C. Penegakan Hukum 

Salah satu persclalan yang icrusiai di negeri hi, adaiah pemalan 

"penegakan hukum yang selama Orde baru hingga s e h g  ini d i n  

sangat iemah. Dengan berguiiiya era refonnasi menimbulkan semangat baru 

untuk memuncukan kembali suprermasi hukum di negeri hi, artinya muncul 

keinginan dan kesepakatan nasimal untuk melihat kernbaii penegalcan hukum 

di tanah air, yang selama Orde baru perjalanannya selalu dl bawah bayang- 

bayang kekuasaan dan kepentingan-kepentingan baik kepentingan poiitik 

golongan tertentu maupun kepentingan konglomerat sehingga kemudian 

hukum hanya dapat berbuat dan ditegakim sepanjang terkait dengan 

kekuasaan atau kepentingan-kepentingan tertentu tersebut, sebaliknya hukurn, 

ddak &pat berbuat biia kekuasaan dan kepentingm-kepentingan tidak 

menddcungnya Inilah yang kernudian pada era reformasi, perjalanm. 

penegakan hukum demikian itu akan dimbah menuju pada supmnasi hukutn, 

dengan menempatkan hukum di atas segala-galanya, mengendalikan 

kekuasaan dan segaia macarn bentuk kepentingan-kepentingan baik 

kepentingan golongan maupun kepentingan bersama. l6 

Persoalannya adalah, apakah penegakan hukum dalam upaya 

mewujudkan agenda supremasi hukum akan dapat tercapai dengan baik?. 

Jawabannya tentunya tergantung berbagai i%&or. Banyak faktor yang 

berhubungan dengan penegakan hukum itu, salah. satunya adaiah iembaga 

pengadilan yang akan menjadi wadah dan peiaksanaan dari penegakan hukum 
- - - 

" RusIi Muhammad, 2004, Kemadrian Pengadlan clam Prmes Penegakm Htlktrm 
P i d m  Men@ Sistem Peradan Pidana yang Bebas dun Bertmggung Jawab, Disertasi, 
Pascasajana (S3) Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 233. 



itu sendii. Asumsi yang dapat dikemukakan adalah, bahwa bail-buruknya 

atau iemah-lmtnya kemandirian pengadiian akan berdampak pada bak- 

buruknya atau lemah-kuatnya penegakan hukum, dengan kata lain semakin 

balk dan kuatnya kemandirian pengadiian semakin baik dan kuatnya pula 

penegakan hukum, sebaliknya buruknya atau lemahnya kemandiirian 

pengadiian berakibat pula pada buruk dan lemahnya penegakan hukum. 

Namun sebelum menjelaskan implikasi ini terlebih dahulu akan menjelaskan, 

konsep-konsep dan proses tenfang penegakan hukum Itu sendiri. l7 

Menunrt Soerjono ~oekanto'~, secara konsepsional inti dan arti 

penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai 

yang terjabarkan di &lam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah 

dan sikap tindak sebagai ran* penjabaran nilai Map  akhir, untuk 

menciptakan, memeiihara dan rnempertahankan kedamaian pergauian hldup. 

Narnun apabila penegakan hukum dilihat sebagai suatu proses, dalam ha1 ini 

Soerjlono Soekanto dengan mengudp Wyne La Farve mengatakan, pada 

hakekatnya merupakan penerapan dislcresi yang menvangkut membuat 

keputusan yang tidak secaraketat dlatur oieh kaidah hukum, akan tetapi 

mempunyai unsur penilaian. Mengenai penegakan hulcum ini Satjipto 

"Pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep konsep dan 
dengan demikian boleh digolongkan kepada sesuatu yaq abstrak. Ke 
daiarn keiompok yang abstrak id termasuk ide tentang keadih, 

I' lbid hal. 234. 
l8 Soerjono Soekaato, 1993, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", 

(Jakarta : Penerbit Rajawali) hal. 2-3 
Satjipto Wardjo, "Masalah Penegakan H u b  suatu Tinjauan Sosiologis" (bandung : 

Penerbit Sinar Baru, tanpa tahun), hal. 15 



kepastian hukum dan kernamfaatan sosial. Dengan demikian, apabila 
kita berbicara mengenai penegakan hukum, maka pada hakekatnya 
berbicara mengenai ide-ide serta konsepkonsep yang nota bene adaid 
abstrak itu. Dirumuskan secara lain, maka penegakan rnerupakan suatu 
usaha untuk mewujudkan ide-ide i n i i  yang pada hakekatnya hemat 
saya merupakan hakekaf dari penegakan hukum". 

Sementara itu menarik pula uraian yang diberikan oleh Almarhum 

Soedarto yang menegaskan bahwa perhatian dan penggarapan terhadap 

perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (onrecht in potentie), 

itulah yang rnerupakan penegakan hukum. 20 

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat di katakan bahwa, 

penegakan hukum tidak fain sebagai suatu upaya untuk mewujudkan atau 

menerapkan ketentuan h u h  ke dalam peristiwa peristiwa yang nyata. Jika 

berhadapan dengan hukum pidana, maka penegakan hukum pidana berarti 

upaya untuk mewujudkan atau menerapkan hukum pidana itu ke dalam 

perbuatan-perbuatan kongkrit. Penegakan hukum pidana demiidan dapat pula 

dilihat sebagai suatu upaya penanggulangan kejahatan." 

Upaya-upaya penanggulangan kejahatan dengan target menurunkan 

tingkat kejahatan, memperlihatkan adanya jumlah kejahatan yang terjadi dan 

kejahatan yang dapat diproses meialui penegakan hukum. Dari pengalaman 

rnenunjukkan bahwa, selarna upaya penangguiangan kejahatan diiakukarn 

terdapat pula kejahatan yang tidak dapat dituntut yang disebut "undetected 

crfmes" dan "release wtthout pmsecuthon ". Adanya realitas kejahatan 

demikian sehingga tacipta peta kriminal yang meliputi tiga daerah 

20 Wedarb, "Hukum dan Hukum Pidana" (Bandung : Penerbit Alumni 1977) hal. 187. 
Barda Nawawi Arif, 1998, "Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan 

Hukum Pk&nan, (bandung : P d t  PT. €3- Aditya Bakti), Id. 22 



operasional dalam wilayah penegakan h u h  yails?* (1) penegakan hukum 

tidak dapat,dilaksanakan secara total (area of no enforcement), (2) diskresi 

dan syarat penuntutan dalam pnegakan hukum (area dicisions nut to eMorce) 

dan (3) penuntutan secara nyata yang &pat dilaksanakan dalam penegakan 

hukum (m of mtwl enfornetttent). 

Gambaran wilayah penegakan hukum tersebut terungkap dari basil 

konggres Intemasiond yang n~en~embangkan~~ (1) standar penegakan huicum 

di peradilan pidana, dan (2) perlindungan saksi untuk proses peradilan pidana , 

serta (3) public pirrttctpaifon untuk proses pradilan pidana. Substansl yang 

penting dari standar penegakan hukum di peradilan pidana, memuat 

rekomendasi bahwa total cdme pada dasarnya tldak rnungkin sama dengan 

HZ enforcement, karena di dalam konsep ini terdapat tiga wilayah penegakan 

hukum sebagaimana tersebut dl atas. 

Menurut Joseph Goldstein penegakan h u h  pidana dibedakan 

menjadi tiga, yaltu : 24 

Pertama Total Enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum 

pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif 

(substantive law of crime). Meskipun keinginan untuk melakukan penegakan 

huIcum pldana secara total, namun penegkan hukum pidam secara total inl 

tidak mungkin dilaksanakan sehingga terdapat wilayah yang tidak dapat 

dilaksanalran ' p e n e m  hufrum (Area of no enfmement). Hal id dapat 

22 Bambang Poemomo, 1988, "Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidanan 
(Yogayakp : Penexbit Liberty)-hal. 42 

Bambang Poemomo, "Perkernbangan Standar Penegakan Hukumn, Artikel di dalam 
Surat Kabar Harian Kedadatan mat, 3 1 - 01 - 2001 

" Rusli Muhammad, op cit, hal. 237. 



terjadi sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara 

pidana antara lab  mencakup aturan-aturan penangkapan, pemhanan, 

penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Di samping itu 

adanya batasan-batasan yang ditentukan oleh hukum pidana substantif yang 

menghendaki syarat-symt krtentu untuk suatu penuntutau, misalnya adanya 

pengaduan di daiam ha1 deiik aduan. 25 

Penegakan hukurn yang kedua adalah fuII enforceement. Penegakan 

hukum jenls kedua h i  muncui seteiah ruang lingkup penegakan hukum yang 

bersifat total (total enforcement) dilcurangi dengan area of no enforcement. 

Sekalipun penegakan hukum yang kedua diharapkan para penegak hukumnya 

melakukan penegakan h u b  secara maksimal, narnun demikian ha1 itu 

dianggap sebagai sesuatu yang tidak realistis sebab adanya keterbafasm- 

keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan 

sebagainya, yang kesemuanya itu mengbmkan dilakukannya dectstons nat 

to enforce ((discretion); 26 

Penegakan hukum yang ketiga adalah actual enforcement. Penegakan 

hulcwn ini adalah penegakan hukurn pidana yang dapat dilakukan secara nyata 

di dalam keseluruhan wilayah penegakan h u h .  Penegakan hukurn yang 

secara nyata dapat dil-alcan tidak lebih dari separuh dari keselunrhan 

wilayah penegakan hukum itu. 27 



Penegakan hukurn (pidana) apabila dilihat dari suatu proses kebijakan, 

maka p e n e m  hukum pada hakekatnya m e r u p h  penegakan. Kebljakan 

melalui beberapa taha~:~' 

1. Tahap fonnulasi, yaitu tahap penegakan h u h  in abstraco oleh badan 

pembuat undang-undang. Tahap in] dapat pula disebut tahap , kebijakan 

legislatif 

2. Tahap aplikasl, yaltu tahap penerapan hukum pidana oieh aparataparat 

penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini 

&pat pula disebut tallap ketrijakan y u d i i i f  

3. Tahap eksekus'i yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit 

oieh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini &pat disebut tahap 

kebijakan eksekutif atau administrative. 

Penegakan h h  dalam Negara kita dii-1 secara preventif dan 

1e~resif.2~ Penegakan hukum seam preventif diadakan untuk mencegah agar 

tidak dilakukan pelanggaran hukurn oleh warga masyardcat dan tugas ini pada 

umumnya diberikan pada badang-badan eksekutif dan kepolisian, walaupun 

adakalanya dengan undang-undang, dapat ditunjuk pula Pengadilan seperti 

&lam yurisdiksl voiunter, dan Kejaksaan misalnya dengan tugas PAKEM- 

nya, melalcukan juga penegakan hukum preventif. Penegakan hukum represif 

diiakukan e i a  usaha preventif teiah dilakukanternyata masih juga terdapat 

28 Muladi, 1986, '%pita Selekta Sistem Peradilan Pidana" (Semarang : Penerbit Badan 
Penerbit Univemitas Diponegom, 1995) hal. 13-14. Sebagaimana pula dimuat dalam, Muladi clan 
Bar& Nawawi Arief "Ruang Lingkup Penegakan Hukum P i h a  &lam Konteks Politik Kriminal" 
(Makalah Seminar Kriminologi, FH UNDIP Semarang tgl 1 1 - 12 November 1986). 

29 Bambang P-o, dkk, 1978, di dalam "Seminar Hulaun, Sumbangan Pendidikan 
*H* k!~!'?,i"* !'- T w  p p w  I;I*" Cr?~!k- : P ~ b b  s&si 
Hukum Pidana clan Kriminologi FH univezgi& Gajah Mada) hal. 163. 



pelanggaran hukum, maka hukum harus ditegakkan secara represif oleh alat- 

aiat negara penegak hukum yang dikri tugas yustisianil. \ 

Penegakan hukum represif pada. tingkat operasionalnya didukung dan 

meiaiul berbagal iembaga yang secara arganlsataris terplsah satu dengan yang 

lainnya, namun tetap berada di dalam kerangka penegakan hukum itu. Pada 

tahap pertama penegakan hukum represif diawali dad Lembaga KepoUsian, 

berikutnya Kejaksaan, kemudian di teruskan ke Lembaga Pengadilan dan 

berakhk pada hmbaga Pemasyhfan.  Bagahana proses-penegdm 

h b  represif melalui lembaga-lembaga tersebut akan diuraikan pada bagian 

ixxikut id. 

Langkah awal penegakan hukum represif d iu la i  clan Lembaga 

Kepoilsian yang oieh undang-undang telah ditentukan langkah-iangkah atau 

serau-m tindakan yang harus dilalrukan. Pada lembaga ini telah ditentukan 

pula petugas yang dikri taaggung jawab meiaksanakan penegaican hukum 

represif yang dikenal dengan nama "Penyelidik dan ~enyidik"~~~ementara 

langkah-langkah atau serangkaian tin- yang dilakukan oleh petugas 

kepoiisian di dalam melaksanakan penegakan hukum represif d i a l  dengan 

nama "penyel id i  dan penyidikad"" 

30 Penyelidik adalah pejabat polisi negam Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh 
Undang-Undang ini untuk melakukan peyelidikan (Pasal 1 sub 4 KUHP). Penyidik adalah pejabat 
poliii negam Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tettentu yang diberi wewenang khusus 
oleh undang-undang *mtuk melakukan penyidikan. (Pasall sub 1 KUHAP) 

3' Penyelidikan adalah serangkan tindakan penyelidikan untuk m e n d  dan menemukan - Yaw diduaa* tile ~ % g u t ~ a m p : ? . a n _  dpp* *u *! 4 l a m  
penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 Sub 5 KUHAP). 
Penyidikan adalah semngkaian tindakm penyidik dalam ha1 dan menurut cara yang diatw dalam 
undaag-undang ini untuk m e n d  serta menemukan bukti yang dengan bukti itu membuat terang 
tentaag indak pidana yang wadi dan guna menemukan t e m y a  



Penyelidikan dan penyidikan bukan merupakan tindakan atau h g s i  

yang terpisah satu sama lainnya, pmyelidlkan buiaulh suatu tin- atau 

fimgsi yang berdiri send'iri terpisah dari m s i  penyidikan, melainkan 

penyelidkan merupakan bagian yang tak tevlsah chi fungsi penyidikan. 

Senada dengan ha1 tersebut, di dalam Pedoman P e l b a a n  KUHAP lebih 

lengkap menyebutkan bahwa 44Penyelidilcan bukanlah rnerupakan fungsi yang 

berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan 

salah satu cara atau rnethde atau sub darlpada fungsi penyidilan, yang 

mendahului tin* lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, 

penahanan, penggeledahan, penyitaan dan penyerahan bedcas petkara kepada 

Penuntut  mum"^^ 

Sekalipun penyelidikan tidak terpisahkan dengan tindakan penyidikan, 

namun di dalam p e l m y %  sebelum melakukan penyidikan terlebih 

dahulu dilakukan penyelidikan dengan tujliari untuk mengumpullcan bukti 

permulimn atau buktl yang cukup sefiingga dengan d f e m a y a  buld yang 

cukup ini, lcemudian menentukan tindakan selanjutnya berupa penyidikan. 

Penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian "tin- pengusutan" 

sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa ketemgan dan bukti- 

bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tin&& ptdana." Sebelum 

KUHAP berlaku, terhadap pengertian penyelidikan ini sering dipergunakan 

32 Kebtuan-ketentuan pokok mengenai lembaga badan hukum RI, Keputusan Menteri 
Kehakirnan Republik Indonesia Nomor : M. 01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara pIdana (Jakarta : Penerbit Simplex, 1982) ha1 
109. 

33 Yahya Hamhap, 1993, "Pembahasan Pennasalahan dan Penerapan K.U.HAPm (Jalcarta 
: P=rbit Pllstaka Kartini, CEL Ketiga) baL 9 



perkataan "Osporing" atau &lam peristilahan inggris disebut "in~esti~ation".~~ 

Pejabat yang bertugas melakukan penyelidii adalah Penyelidik, 

dengan tugas ini penyidik diberi kewenangan. Adapun kewenangan 

Penyelidik adalah meliputi ketentuan yang diperinci pada Pasal 5 KUHAP, 

yang &pat dibagi &lam dua bagian 

1. Kewenangan berdasarkaa kewajiban (hukum), meliputi 

a. menerirna laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak 

pidana; 

b. mencari keterangan dan barang b W  

c. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta 

memeriicsa tan& pengenai d2ri; 

d. mengadakan tin- lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 

2. Kewenangan berdasarkan perintah penyidik., meliputi 

a. penangkapan, larangan meninggakan tempat, penggeledahan dan 

pen*; 

b. pemeriksaan dan penyitaan surat; 

c. mengambif sidiic jari dan memotret seseorang; 

d. membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik. 

D1 antam kewenangan Penyelidlk tersebut di atas, kewenangan 

mencari keterangan dan barang bukti adalah dalarn rangka mempersiapkan 

lxdm-Man berupa Mc@ keterangan dan barang bulctj sebagai iandasan 

hukum untuk memuiai penyidikan. Yang dirnaksud dengan "mencari barang 



bukti" dalam rumusan pasal 5 ayat (I)  huruf a angka 2 KUHAP adalah 

k d a  untuk *rnenemukan bukti-bd" tentang teiah diiakukannya suatu 

tindak pidana oleh seseorang, baiik tentang tindak pidana yang telah 

diiaporkan kepa<ianya maupun tentang tindak pidana yang tl.dak diiaporkan 

kepadanya. 

Agar memperoieh k w g a n ,  rmcta dan barang bulcd ymg M y a  

guna dan mampu dipertanggung jawabkan di pengadilan, maka hendaknya 

&lam melakukan penyelidkin guna menemukan k&rangan Stu dilakukan 

dengan cermat clan seteliti mungkin, dan dilakukan dengan menggunakan 

metode, teW dan taicdic p e n y e l i h  secara h i a h  (scEent@c crtmOnat 

detection), tidak dengan menggunakan metode hantam kromo dengan 

manipdsi-manipdad data h i  mengejar target tertentu. 

Terhadap keseluruhm kewenangan tersebut di atas baik kewenangan 

k- kewajiban hukum maupun kewenangan atas perintah Penyidiic, 

Penyelidik berkewajihan membuat dan menyampaikan laporan hasil 

peiaksanaannya kepacta Penyidik, untuk kemudfan penyidlk 

mempertimbaugkan melakukan penyidikan. Dalam kenyataannya penyidikan 

dhnulai sesu& terjadinya tiadak pidana untuk mendapatkan ketemgan- 

keterangan mengenai: 

a. tinchic pidana apa yang telah terjadi 

b. kapan tindak pidana itu dilakukan; 

c. di mana tlndak pidana itu d i e ;  

d. dengan apa tindak pidana itu dilaksanakan; 



e. mengapa tindak pidana itu dilakukan 

f. siapa pembuatnya. 

Untuk mendapatkan keterangan-keterangan tersebut, undang-undang 

teM memkr2kan liebmpa kewenangan ice@ penyidiic Warn ran& 

melakukan penyidikan. Adapun kewenangan penyidik &pat ditemukan dalam 

P a d 7  ayat (1) KUHAP sebagd krlkut : 

a. menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tenta :g adanya tindak 

pidana; 

b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; 

c. menyuru6 M e n t i  seseorang temgka dan memerlksa tanda pengenai 

diri tersangka; 

d. rnelakukan penangkapan, penahanan, penggeiedahan dan penyitaan; 

e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan suraG 

f. mengambii sidik jarl dan memotret seseorang; 

g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi, 

h. mendatangkan orang ahli diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemerkwm perkara; 

i. nlengadakan penghentian penyidikan; 

j. mengadakan tindidcan Iah menurut hukum yang bertanggung jawab. 



D. Perdagangan Orang 

Didaiam kehidupan b a s y a r a b t  terdapat bebrapa kaidah-kaidah 

sosial yang menjadi pedoman berprilaku, salah satunya yaitu "kaidah 

kesusitaan" yang merupakan sebuati peraturan Mdup yang tieradal darl suara 

hati manusia. Suara hati manusia menentukan perbuatan mana yang baik dan 

mana perbuatan yang buruk, oleh karena itu kaidah kesusiiaan bergantung 

pada setiap pribadi manusia. Manusia itu berbuat baik atau berbuat buruk 

karena bisikan suara hatinya. Kaidah kesusilaan mendorong manusia untuk 

kebaikan akhlak pribadiiya guna penyempurnaan akhlaknya. Didalam kaidah 

kesusiiaan manusia dilarang untuk mencuri, Muat cabd dan iain-iain, 

karena ha1 tersebut dirasa berkntangan dengan kaidah kesusilaan yang ada 

ciatam hati nurani setiap manusia yang normal." 

Kejahatan yang merusak kesusilaan &ah kejahatan yang diiasakan 

sebagai kesusilaan oieh segenap orang biasa d a b  suatu masyambit tertentu 

sebenarnya rasa susila kebanyakan justru tersinggung karena perbuatan yang 

bersangkutan yang d ihhkm dim& mum atau dengan dihadri oleh orang 

lain.36 

Perchgangan manusia sudah terjadi sejak m a n  perbudakan. Bedanya 

dengan sekarang adalah bahwa dulu dilakukan dengan paksa, sedangkan 

sekarang dengan tipu muslihat. Dulu yang diperdagangkan adalah pria untuk 

kerja, h g k a n  istrl dan anak-anaknya tidak selalu diilcut sertakan. 

Sedangkan sekarang yang menjadi objek perdagangan ialah wanita clan anak 

35 J.B. Daliyo, op.cit, hal 16 
3%yono Prodjodikoro, 1oc.cit. 



dengan berbagai tujuan (sebagai tenaga kerja atau penghibur atau pemuas 

seks)? 

Sejauh ini bangsa Indonesia dikategorikan dalm kelompok negara 

yang tick& mempunyai mekanisme penghapusan perdagangan perempuan dan 

anak, baik pemgkat hulnunnya maupun mekanisme lainnya serta dinilai 

beium meiakukan uaba-usah yang efiktif dan signifkin ddam usaha 

penghapusan perdagangan perempuan dan anak. Hal ini dapat kita lihat pada 

diagram berikut ini : 

Korban Trafficking 

Yang ditangani Badan Reserse iCI. imi Tahun 2007, 

Total : 3 1 1 

37 Soebmto Brotodiredjo, loc.cit. 
38 "Fokus Percbagqan Manusia " , Kompas, Jumat,l8 April 2008. hal. 48 



Korban Trafficking 

Yang ditangani Organisasi hternasional 

Untuk Migrasi (IOM) Maret 2005 - Juli 2007 

Totat : 2.6 1 5 0ranP 

Ket : 

Dari beberapa diagram diatgs maka dapat kita lihat dengan jelai bahwa 

indonesia m d l i k i  korban tr@ck&zg yang cukup besar, hat ini dimbatkin 

masih banyaknya pelaku tindak pidana perdagangan orang, selain itu karena 

kondisi ekonomi bangs8 Indonesia yang semaktn t e r p d  sehiigga 

banyaknya pengangguran. Hal ini tentu saja dirnanfaatkan oleh para tramker 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 

dan pasal72 yang berbunyi sebagai berikut : 

. . 

39 Fokus Perdogangan Orang ", Loc.,cit. 
























































































































